https://digilib.esaunggul.ac.id
SUMMARY
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Description :

Perjanjian Pembiayaan (Leasing) yang merupakan perjanjian baku diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yaitu Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 mengenai perjanjian berlaku sebagai
undang-undang bagi yang membuatnya. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan
suatu perjanjian menurut KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, sumbangsih bagi pengembangan
studi hukum perdata mengenai perjanjian dan gagasan serta pemikiran dalam upaya membenahi dan memperbaiki aspek
hukum perdata mengenai perjanjian. Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana keabsahan dan status perjanjian yang
telah diubah secara sepihak, bagaimana kendala atau hambatan dan perlindungan hukum dalam penerapan perjanjian
baku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan
pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang,
Yurisprudensi, traktat dan peraturan lainnya), bahan hukum sekunder (buku, jurnal/majalah hukum, makalah, artikel,
dokumen dan sebagainya) dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus bahasa, bibliografi, ensiklopedia dan
sebagainya) serta teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum dan tinjauan
umum tentang hukum perjanjian. Hasil penelitian diketahui bahwa suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi
yang membuatnya (pacta sunt servanda), apabila suatu perjanjian yang diubah secara sepihak, akibatnya perjanjian dapat
dibatalkan. Sehingga putusan kasass No. 756 K/Pdt.Suss BPSK/2014 belum sesuai dengan hukum dan/atau
undang-undang karena pokok sengketa dari perjanjian tidak dipertimbangkan dan diputus dalam putusan tersebut.
Kendala atau hambatan dalam penerapan perjanjian baku adalah posisi tawar, hak dan kewajiban kreditur dan debitur
yang tidak seimbang, adanya monopoli dalam perjanjian dari pihak kreditur, tidak adanya negosiasi mengenai isi
perjanjian secara detail dan debitur tidak punya kekuasaan untuk menentukan isi perjanjian. Bentuk perlindungan hukum
yang diberikan KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maupun peraturan lainnya bahwa setiap pelanggaran dalam
perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
penulis menyarankan agar setigp perjanjian perlu diawas secara ketat oleh para pihak, mulai dari proses pembuatan
sampai pada tahap pelaksanaannya sehingga apabilaterjadi penyimpangan dapat dimintakan pembatalan.
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